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This article aims to examine the implementation of corneal donation in Indonesia 
based on the provisions of the Health Law Number 17 of 2023 and to identify the legal 
challenges encountered in its application. The study focuses on how the legal norms 
regulate the mechanism of eye tissue donation and to what extent the regulation 
addresses the national need for corneal transplantation. To analyze these issues, the 
study applies the theories of legal certainty and legal protection. Data were collected 
through document studies of legislation, academic literature, and relevant court 
decisions, and analyzed qualitatively using a normative juridical approach. This study 
concludes that although the Health Law Number 17 of 2023 provides normative 
provisions on corneal donation, its implementation still faces significant obstacles, 
particularly in the institutional aspect of eye banks, licensing procedures, and legal 
protection for donors and recipients. Therefore, there is an urgent need to establish 
more detailed implementing regulations and promote multisectoral integration to 
enhance the effectiveness and accountability of corneal donation in Indonesia. 
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Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan donor kornea di Indonesia 
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, serta 
mengidentifikasi tantangan yuridis yang dihadapi dalam implementasinya. Masalah 
difokuskan pada bagaimana norma hukum tersebut mengatur mekanisme donor 
jaringan mata dan sejauh mana pengaturannya mampu menjawab kebutuhan 
transplantasi kornea secara nasional. Guna menganalisis permasalahan ini, digunakan 
acuan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Data dikumpulkan 
melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan 
putusan hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan 
normatif yuridis. Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun UU Kesehatan Nomor 17 
Tahun 2023 telah mengatur donor kornea secara normatif, implementasinya masih 
menghadapi hambatan signifikan, terutama pada aspek kelembagaan bank mata, 
mekanisme perizinan, serta jaminan perlindungan hukum bagi donor dan resipien. 
Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan regulasi turunan yang lebih teknis dan 
integrasi multisektor guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan 
donor kornea di Indonesia. 
 

I. PENDAHULUAN 
Donor kornea merupakan intervensi medis 

yang strategis dalam mengatasi kebutaan kornea, 
yang masih menjadi salah satu penyebab utama 
gangguan penglihatan di Indonesia. World Health 
Organization (WHO) memperkirakan bahwa 
lebih dari 12 juta orang di dunia mengalami 
kebutaan kornea, sementara di Indonesia ke-
butuhan transplantasi kornea belum sebanding 
dengan ketersediaan donor (Narendran et al., 
2022a) (Ali, 2022). Meski kemajuan teknologi 
kedokteran telah memungkinkan transplantasi 
dilakukan secara efektif, lemahnya regulasi 
hukum nasional kerap menjadi hambatan dalam 
pelaksanaan donor kornea yang aman, etis, dan 
adil (Charisma & Ibrahim, 2023a).  

Masalah mendasar yang dihadapi dalam 
pelaksanaan donor kornea di Indonesia tidak 
hanya mencakup keterbatasan pendonor, tetapi 
juga ketidakjelasan norma hukum yang mengatur 
persyaratan, prosedur, dan perlindungan hukum 
dalam praktiknya. Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai produk 
hukum terbaru telah memuat ketentuan 
mengenai pengambilan organ dan jaringan tubuh 
manusia, termasuk kornea (Undang-Undang RI, 
2023). Namun, dalam tataran implementasi, 
norma tersebut belum sepenuhnya mampu 
menjawab kompleksitas praktik donor kornea, 
terutama terkait prosedur persetujuan, kriteria 
kematian batang otak, dan tanggung jawab 
hukum tenaga medis (Nyoman & Yulianto, 2023) 
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Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1033 
Tahun 2024 diterbitkan untuk memberikan 
kerangka teknis pelaksanaan donor dari 
pendonor mati batang otak(Kementerian 
Kesehatan RI, 2024). Meski demikian, regulasi ini 
belum mengatur secara rinci tentang mekanisme 
verifikasi kematian otak, sistem registrasi 
pendonor, serta tata cara pelibatan kehendak 
pribadi calon pendonor. Ketidaktegasan tersebut 
membuka potensi konflik antara prinsip otonomi 
individu dan dominasi keputusan keluarga, 
sehingga berisiko menciptakan ketidakpastian 
hukum dan pelanggaran etika medis(Ismayilova, 
2024) (Moschella, 2020). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Desautels et 
al., 2020) menyoroti kompleksitas regulasi dalam 
praktik transplantasi kornea, terutama pada 
aspek perlindungan hak-hak donor dan 
penerima. Mereka menekankan bahwa tanpa 
standar hukum yang ketat dan transparan, 
praktik transplantasi rawan menghadirkan risiko 
pelanggaran prinsip non-maleficence dan 
beneficence. Dalam konteks Indonesia, hal ini 
menjadi krusial mengingat belum optimalnya 
pengawasan terhadap prosedur donor mati 
batang otak dan kelemahan dalam sistem 
registrasi donor. 

Sementara itu, (Córdoba et al., 2020) 
mengangkat konflik antara prinsip otonomi 
pasien dan realitas etis dalam praktik medis di 
negara berkembang. Ia menekankan bahwa 
meskipun hukum mengakui hak atas informed 
consent, dalam praktiknya keputusan donor 
sering kali diambil oleh keluarga tanpa 
mempertimbangkan kehendak pendonor semasa 
hidup. Fenomena ini relevan dengan konteks 
Indonesia, di mana mekanisme pelibatan 
kehendak pribadi pendonor belum diatur secara 
eksplisit dalam UU Kesehatan 2023 maupun 
regulasi turunannya. 

Dalam kerangka teoritis yang lebih luas, 
(Varkey, 2021a) menyatakan bahwa keempat 
prinsip etika medis (autonomy, beneficence, non-
maleficence, dan justice) hanya dapat 
dioperasionalkan jika terdapat dukungan hukum 
yang konsisten dan instrumen pelaksana yang 
efektif. Ia menegaskan bahwa hukum kesehatan 
tidak cukup hanya memuat norma umum, 
melainkan harus menjamin kepastian 
operasional bagi tenaga medis dan perlindungan 
konkret bagi pasien. Hal ini sejalan dengan 
urgensi evaluasi terhadap sistem hukum 
kesehatan di Indonesia yang belum sepenuhnya 
menjamin kepastian hukum bagi pelaku dan 
penerima transplantasi kornea. 

Ketidaksesuaian antara regulasi hukum dan 
praktik medis dalam pelaksanaan donor kornea 
mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara 
das Sollen yakni norma ideal yang tercantum 
dalam peraturan perundang-undangan dengan 
das Sein yakni realitas pelaksanaan di lapangan. 
Meskipun Undang-Undang Kesehatan telah 
mengakomodasi prinsip-prinsip dasar etika 
medis dan menjanjikan perlindungan hukum, 
kenyataannya implementasi teknis di fasilitas 
kesehatan seringkali belum mampu memenuhi 
standar tersebut secara konsisten. Hal ini 
diperparah oleh belum adanya sistem registrasi 
donor yang efektif, lemahnya peran institusi 
bank mata, serta minimnya pelibatan kehendak 
pendonor secara utuh. Kesenjangan ini 
menimbulkan urgensi untuk mengkaji ulang 
keefektifan norma hukum yang ada dalam 
menjawab kebutuhan nyata pelayanan kesehatan 
mata dan menjamin hak semua pihak secara 
berkeadilan (Charisma & Ibrahim, 2023b). 

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk 
meninjau secara yuridis pelaksanaan donor 
kornea di Indonesia berdasarkan ketentuan 
dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 
Tahun 2023. Kajian ini berfokus pada analisis 
kesesuaian norma hukum dengan praktik medis 
dan prinsip etika, serta menilai efektivitas 
regulasi dalam menjamin kepastian hukum dan 
perlindungan hak semua pihak. Dengan 
menggunakan pendekatan yuridis normatif dan 
didukung oleh analisis dokumen hukum positif 
serta literatur ilmiah terkini, tulisan ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 
perumusan regulasi kesehatan yang lebih adaptif, 
etis, dan berkeadilan. 

 
II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini merupakan studi hukum 
normatif yang berupaya menggali struktur dan 
efektivitas kerangka hukum pelaksanaan donor 
kornea di Indonesia, khususnya pasca 
diberlakukannya Undang-Undang Kesehatan 
Nomor 17 Tahun 2023 dan regulasi turunannya 
seperti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1033 Tahun 2024 (J. Efendi & J. Ibrahim., 2018) 
(J. Ibrahim, 2005).  

Pendekatan kualitatif yuridis yang digunakan 
dalam penelitian ini bertumpu pada metodologi 
legal doctrinal dan interpretatif, di mana norma 
hukum dikaji dalam konteks sosial-medis dan 
etis. Sebagaimana dijelaskan oleh (Webley, 2010) 
qualitative legal research mencakup analisis 
mendalam terhadap dokumen hukum, observasi 
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teks, dan interpretasi terhadap makna sosial dari 
norma hukum .  

Di sisi lain, (McConville, 2019) menekankan 
bahwa metode hukum normatif modern telah 
berkembang melampaui sekadar “black-letter 
law” dengan mengintegrasikan elemen empiris 
dan analisis sosial untuk memahami realitas 
praktik di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan 
kualitatif yuridis dalam studi ini pantas 
digunakan karena disesuaikan untuk menggali 
hubungan antara norma undang-undang dan 
realitas praksis medis donor kornea, serta untuk 
mengidentifikasi celah normatif dan konflik 
hukum agar rekomendasi regulatif memiliki 
landasan empirik dan normatif yang solid. 

Pelaksanaan penelitian ini didukung oleh 
pendekatan kualitatif yuridis yang komprehensif, 
melibatkan tiga strategi analisis utama yang 
saling melengkapi. Pertama, pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) diguna-
kan untuk membedah isi dan struktur norma 
dalam UU Kesehatan dan aturan pelaksanaannya, 
melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan 
teleologis sebagaimana dijelaskan oleh metodo-
logi doctrinal yang mengedepankan klarifikasi 
maksud undang-undang (Devadasan, 2019).  

Kedua, pendekatan konseptual mengeksplo-
rasi relevansi prinsip etika medis—respek 
terhadap otonomi, beneficence, non-maleficence, 
dan justice—berdasarkan kerangka principlism 
dari (Beauchamp, 2001) yang menjadi tolok ukur 
normatif dalam evaluasi kebijakan organ 
transplantasi. 

Ketiga, pendekatan perbandingan hukum 
(comparative law approach) dilakukan untuk 
melihat praktik donor kornea di negara-negara 
dengan kerangka regulasi yang lebih matang, 
seperti Spanyol dan India. Di Spanyol, sistem 
presumed consent telah diadopsi secara nasional, 
yang disokong oleh kampanye publik kuat dan 
infrastruktur pemerintahan yang terorganisir, 
menghasilkan salah satu tingkat donor tertinggi 
di dunia (Ahuja K, 2024).  

Sementara itu, di India, meskipun memiliki 
dasar hukum melalui Transplantation of Human 
Organs and Tissues Act (THOTA) sejak 1994 
dengan pembaruan dan implementasi sertifikasi 
kematian otak dan pembentukan komite 
otorisasi, tingkat donor masih sangat rendah, 
sekitar 0,52 per juta penduduk dibanding 48 
pmp di Spanyol, menunjukkan tantangan dalam 
penerapan teknis dan distribusi tanggung jawab 
(Ahuja K, 2024)(Guidelines for Implementation 
of National Organ Transplan Program, 2021) 
Analisis ini memberikan pemahaman komparatif 

yang mendalam mengenai keunggulan desain 
regulasi asing, seperti sistem otomatikitas 
persetujuan dan struktur institusional yang 
terintegrasi,yang dapat menjadi benchmark 
reformasi regulasi donor kornea di Indonesia 
agar lebih sistemik dan akuntabel. 

Sumber data penelitian terdiri dari bahan 
hukum primer, termasuk Undang-Undang 
Kesehatan No. 17 Tahun 2023, traktat, dan 
instrumen internasional, yang dikaji secara 
langsung. Bahan sekunder, seperti artikel ilmiah, 
buku hukum kesehatan, dan kajian etika medis, 
memberikan konteks teoritis dan komparatif. 
Sementara sumber tersier kamus hukum dan 
ensiklopedia digunakan untuk memperkuat 
pemahaman konseptual. Seluruh materi 
dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta 
diseleksi ketat berdasarkan relevansi dan 
keabsahan akademik (Thomson Reuters, 2023). 

Analisis data dilakukan melalui metode 
deskriptif-analitis yang mengombinasikan 
interpretasi gramatikal untuk interpretasi teks 
hukum secara literal; sistematis untuk 
memahami relasi antar norma; dan teleologis 
untuk mengungkap maksud pembentuk undang-
undang (Berisha & Berisha, 2019). Metode 
interpretasi ini dilengkapi dengan pendekatan 
argumentasi hukum yang menyoroti celah 
regulasi (normative gap), konflik antar norma, 
serta menghasilkan argumentasi yuridis berbasis 
bukti untuk mendukung rekomendasi perbaikan 
regulasi. Strategi ini memungkinkan penelitian 
tidak hanya mendeskripsikan sejauh mana UU 
Kesehatan No. 17/2023 mengakomodasi praktik 
donor kornea, tetapi juga mengkritisi aspek 
operasional dan menyusun proposal normatif 
yang responsif terhadap tantangan implementasi 
dan menjamin keadilan, perlindungan hukum, 
serta adaptivitas dalam sistem kesehatan mata 
nasional. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Donor Kornea Di Indonesia 
Berdasarkan Ketentuan Dalam Undang-
Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023  
1. Kepastian Hukum dalam Pengaturan 

Donor Kornea Berdasarkan UU 
Kesehatan 2023 

Hasil kajian menunjukkan bahwa 
Undang- Undang no 17 tahun 2023 telah 
memberikan dasar normatif yang lebih 
eksplisit bagi pelaksanaan donor jaringan 
tubuh manusia, termasuk kornea. Pasal 458 
UU Kesehatan secara tegas menyatakan 
bahwa pengambilan organ dan jaringan 
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hanya dapat dilakukan atas dasar 
persetujuan sukarela tanpa imbalan, serta 
dengan jaminan perlindungan identitas 
pendonor dan penerima (Undang-
Undang RI, 2023). Namun, dalam tataran 
implementatif, ketentuan tersebut belum 
cukup operasional untuk mewujudkan 
prinsip kepastian hukum, sebagaimana 
dimaksud oleh Gustav Radbruch, yaitu 
kejelasan norma, konsistensi penerapan, 
dan prediktabilitas bagi subjek hukum 
(Rahardjo, 2021) 

Ketidakpastian muncul terutama pada 
aspek prosedural. Misalnya, meskipun UU 
telah mengakui kematian batang otak 
sebagai dasar donor, belum ada pengaturan 
rinci tentang verifikasi medis kematian 
batang otak yang berlaku secara nasional. 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1033 
Tahun 2024 memang memuat ketentuan 
teknis, tetapi tidak secara spesifik 
menyebutkan standar medis, peran rumah 
sakit rujukan, maupun alur otorisasi 
keluarga. Kekosongan ini membuka celah 
interpretasi dan berisiko menimbulkan 
sengketa etik dan hukum, terutama dalam 
situasi ketika persetujuan donor telah 
diberikan, namun ditolak oleh keluarga 
karena tidak adanya legitimasi 
administratif (Charisma & Ibrahim, 2023c; 
Mustafid, 2023).  

Lebih jauh, sistem registrasi nasional 
untuk calon pendonor yang dapat 
memperkuat prediktabilitas dan 
perlindungan hak belum tersedia. Padahal, 
pengalaman negara seperti Spanyol dan 
India menunjukkan bahwa sistem registrasi 
donor yang jelas dan terpusat menjadi pilar 
utama dalam membangun kepastian 
hukum dan legitimasi publik terhadap 
program transplantasi (Narendran et al., 
2022b). Tanpa kejelasan ini, ketentuan 
hukum dalam UU Kesehatan hanya bersifat 
deklaratif dan tidak cukup memberi 
jaminan hukum dalam praktik. 

 
2. Perlindungan Hukum terhadap 

Pendonor, Resipien, dan Tenaga Medis 
Selain kepastian hukum, aspek 

perlindungan hukum menjadi elemen 
fundamental yang harus diperhatikan 
dalam pelaksanaan donor kornea. Teori 
perlindungan hukum sebagaimana 
dirumuskan Satjipto Rahardjo menekankan 
bahwa hukum tidak hanya hadir sebagai 

perangkat normatif, tetapi juga sebagai 
sarana melindungi kepentingan hukum 
individu secara substantif dalam hubungan 
sosial (Rahardjo, 2021). Dalam konteks 
donor kornea, perlindungan tersebut harus 
meliputi donor (atau ahli waris), resipien, 
serta tenaga medis pelaksana. 

Namun, hingga saat ini, belum terdapat 
mekanisme hukum yang memadai untuk 
menjamin perlindungan hukum apabila 
terjadi sengketa atau pelanggaran 
prosedur. Misalnya, dalam kasus di mana 
terdapat klaim malpraktik terkait prosedur 
transplantasi, tenaga medis tidak 
dilindungi secara tegas selama tindakan 
dilakukan sesuai standar. Kepmenkes 
1033/2024 belum memuat klausul 
pembebasan tanggung jawab hukum (safe 
harbor provision) bagi tenaga medis yang 
telah bekerja sesuai pedoman. Hal ini dapat 
menciptakan beban psikologis dan hukum 
yang tidak proporsional, serta menghambat 
semangat profesionalisme medis (Selviana 
et al., 2024)(Charisma & Ibrahim, 2023d) 

Dari sisi pendonor, belum adanya 
jaminan pelibatan kehendak pribadi secara 
sah, misalnya melalui sistem first-person 
consent seperti di Kanada atau AS, 
menyebabkan posisi donor masih lemah 
secara hukum. Hak donor untuk didengar 
bahkan setelah wafat belum terakomodasi 
dengan baik, karena persetujuan akhir 
tetap berada di tangan keluarga, meskipun 
donor telah mendaftarkan diri. Hal ini 
bertentangan dengan prinsip otonomi dan 
dapat melanggar hak post-mortem donor 
(Iltis & Denny, 2022)  

Adapun perlindungan terhadap resipien 
juga belum optimal. Belum tersedia sistem 
audit dan akreditasi rumah sakit pelaksana 
transplantasi kornea secara nasional yang 
dapat menjamin bahwa seluruh prosedur 
dilakukan sesuai standar etik dan medis. 
Ketiadaan lembaga pengawasan indepen-
den juga memperlemah akuntabilitas 
institusional (Eye Bank Association of 
America, n.d.). 

 

Tabel 1. Tantangan Implementatif 
Pelaksanaan Donor Kornea Berdasarkan 

UU Kesehatan 2023 
 

Aspek Regulasi Permasalahan 
Utama 

Dampak 
Hukum 

Verifikasi 
kematian otak 

Belum ada 
standar teknis 
nasional 

Ketidakpastian 
prosedural 
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Sistem registrasi 
donor 

Belum tersedia 
secara nasional 

Lemahnya 
kepastian 
kehendak 

Persetujuan 
keluarga 

Mengabaikan 
kehendak donor 
semasa hidup 

Potensi konflik 
hukum 

Perlindungan 
tenaga medis 

Tidak ada 
ketentuan 
pembebasan 
tanggung jawab 
hukum 

Risiko gugatan 
hukum 

Audit lembaga 
pelaksana 

Tidak tersedia 
lembaga 
pengawas 
transplantasi 
independen 

Minimnya 
akuntabilitas 
institusi 

 
Hasil analisis memperlihatkan bahwa 

kendati Undang-Undang Kesehatan Nomor 
17 Tahun 2023 telah mencantumkan 
prinsip-prinsip dasar pelaksanaan donor 
jaringan tubuh, termasuk kornea, masih 
terdapat ketimpangan yang nyata antara 
norma hukum dan realitas implementasi. 
Kekosongan norma, ketiadaan registrasi 
donor, dominasi keluarga dalam 
pengambilan keputusan, serta lemahnya 
perlindungan hukum bagi tenaga medis 
menunjukkan bahwa prinsip kepastian 
hukum dan perlindungan hukum belum 
sepenuhnya diwujudkan dalam praktik. 

Oleh karena itu, diperlukan 
pembentukan regulasi turunan yang lebih 
operasional, penetapan standar prosedur 
medis secara nasional, dan pengakuan 
yuridis terhadap kehendak donor sebelum 
wafat. Pembaruan ini penting untuk 
memastikan bahwa sistem donor kornea di 
Indonesia tidak hanya sah secara hukum, 
tetapi juga etis, efektif, dan manusiawi. 

 
B. Tantangan Pelaksanaan Donor Kornea Di 

Indonesia Berdasarkan Ketentuan Dalam 
Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 
Tahun 2023  
1. Kekosongan Norma dalam Verifikasi 

Medis Donor Mati Batang Otak 
Salah satu problem utama dalam 

pelaksanaan donor kornea di Indonesia 
adalah belum tersedianya norma 
operasional yang mengatur secara rinci 
verifikasi medis terhadap status kematian 
batang otak. Meskipun Undang-Undang 
Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 telah 
menyebutkan bahwa pengambilan jaringan 
hanya dilakukan setelah kematian yang 
sah, realisasi di lapangan masih mengalami 
disorientasi standar medis dan legal. 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1033 Tahun 2024 memang memberikan 
kerangka administratif, namun tidak 
merinci tahapan verifikasi medis, kriteria 
diagnosis neurologis, serta siapa yang 
berwenang menetapkan status mati batang 
otak secara sah. Hal ini menyulitkan rumah 
sakit dalam menerapkan prosedur donor 
dengan jaminan kepastian hukum, 
terutama ketika terjadi penolakan dari 
keluarga meskipun kondisi medis sudah 
jelas. 

Negara seperti Amerika telah memiliki 
protokol medis terstandar yang mengatur 
kematian otak sebagai syarat sah 
pengambilan organ, disertai supervisi tim 
independen (Schwarz & Bashshur, 2023) 
Ketiadaan sistem serupa di Indonesia 
menunjukkan bahwa norma hukum yang 
berlaku masih bersifat lex imperfecta, yakni 
tidak dapat dilaksanakan secara efektif 
karena tidak disertai instrumen pelaksana 
yang konkret(Angelika et al., 2021) 

 
2. Persetujuan Keluarga vs Otonomi 

Donor: Dilema Etis dan Yuridis 
Masalah krusial lain dalam pelaksanaan 

donor kornea adalah dominannya 
wewenang keluarga dalam memberikan 
persetujuan akhir, bahkan ketika calon 
donor telah menyatakan kesediaan secara 
tertulis sebelum meninggal. Ini 
menciptakan kontradiksi antara prinsip 
otonomi dalam etika kedokteran dengan 
prinsip legalitas dalam hukum positif. 

Dalam sistem hukum negara-negara 
common law seperti Inggris dan Australia, 
bentuk first-person consent diakui secara 
mutlak, dan penolakan dari keluarga hanya 
bersifat konsultatif, bukan determinatif. Di 
Indonesia, belum ada pengakuan yuridis 
terhadap kehendak pra-mati individu, yang 
dalam teori kepastian hukum merusak 
prinsip prediktabilitas dan kejelasan hak 
(Varkey, 2021b) 

Prinsip hukum modern menuntut 
pengakuan kehendak individu sebagai 
manifestasi dari prinsip autonomy dan legal 
protection, terutama untuk hak-hak yang 
melekat pasca-kematian. Ketika kehendak 
individu dikesampingkan oleh otorisasi 
keluarga, maka norma hukum kehilangan 
fungsi rekognitif terhadap subjektivitas 
hukum individu (Varkey, 2021b). Hal ini 
berdampak pada menurunnya partisipasi 
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publik dalam program donor karena tidak 
ada jaminan bahwa kehendaknya akan 
dihormati secara hukum. 

 
3. Lemahnya Sistem Perlindungan Hukum 

Bagi Tenaga Medis dan Lembaga 
Pelaksana 

Tenaga medis yang melakukan tindakan 
transplantasi kornea juga menghadapi 
kerentanan hukum akibat belum adanya 
norma yang menjamin pembebasan 
tanggung jawab (legal immunity) selama 
tindakan dilakukan sesuai dengan prosedur 
dan standar etik. Keadaan ini menimbulkan 
ketakutan terhadap potensi gugatan 
perdata maupun pidana, sehingga 
menghambat keberanian klinis dalam 
menjalankan kewajiban profesional. 

Ketiadaan sistem peer-review protection, 
badan etik rumah sakit yang aktif, serta 
standar pembuktian dalam kasus 
malpraktik memperburuk situasi hukum 
tenaga medis. Studi oleh (Arvanitis et al., 
2024) mengonfirmasi bahwa banyak 
gugatan terhadap dokter dalam konteks 
transplantasi disebabkan oleh kekaburan 
standar tindakan medis yang diakui secara 
hukum. Padahal, dalam banyak negara, 
perlindungan terhadap petugas kesehatan 
menjadi elemen kunci dalam memperluas 
cakupan donor organ(AMA, n.d.). 

              Lebih lanjut, lembaga pelaksana 
seperti rumah sakit dan bank mata belum 
diatur dalam bentuk akreditasi hukum 
yang mengikat. Tidak adanya sistem 
pengawasan dan audit independen 
menyebabkan proses pelaksanaan donor 
rentan terhadap penyimpangan, baik 
secara administratif maupun etik. 

 
4. Belum Tersedianya Sistem Registrasi 

Donor Nasional 
Indonesia hingga saat ini belum 

memiliki sistem registrasi donor nasional 
yang sah secara hukum. Padahal, sistem 
semacam ini sangat penting untuk 
mendukung prinsip kepastian hukum 
dalam pelaksanaan donor jaringan tubuh. 
Tanpa registrasi, sulit untuk memverifikasi 
kehendak donor, memetakan distribusi 
jaringan, atau melakukan akuntabilitas 
dalam proses alokasi. 

Organisasi seperti National Organ and 
Tissue Transplant Organisation (NOTTO) di 
India telah membentuk National Organ and 

Tissue Transplant Registry (NOTTR) sejak 
2015. Implementasi sistem registrasi ini 
dikaitkan dengan peningkatan pasien 
donor dari 340 pada 2013 menjadi 875 
pada 2018, serta kenaikan tingkat 
transplantasi dari 4.990 menjadi 10.340 
kasus per tahun(Vasanthi, 2020) 

Notably, studi oleh (Narendran et al., 
2022c) menunjukkan bahwa negara-negara 
dengan registrasi donor digital—seperti 
registri berbasis identitas nasional atau 
SIM di India—mengalami peningkatan 
signifikan dalam jumlah transplantasi serta 
kepercayaan publik. 

 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan donor kornea di Indonesia 
berdasarkan Undang-Undang Kesehatan 
Nomor 17 Tahun 2023 masih menghadapi 
tantangan serius dalam mewujudkan prinsip 
kepastian hukum dan perlindungan hukum 
secara substansial. Meskipun undang-undang 
tersebut telah memuat norma deklaratif 
mengenai pengambilan jaringan tubuh 
berdasarkan persetujuan sukarela, tanpa 
imbalan, dan dengan jaminan kerahasiaan 
identitas, implementasinya belum ditopang 
oleh perangkat hukum pelaksana yang 
operasional dan memadai. 

Kekosongan norma teknis mengenai 
verifikasi kematian batang otak, ketiadaan 
sistem registrasi donor nasional, lemahnya 
perlindungan terhadap tenaga medis yang 
bertindak sesuai prosedur, serta dominasi 
persetujuan keluarga atas kehendak pribadi 
calon pendonor menunjukkan bahwa sistem 
hukum yang berlaku masih bersifat 
fragmentaris dan tidak berorientasi pada 
perlindungan subjek hukum. Keadaan ini 
bertentangan dengan esensi teori kepastian 
hukum yang menuntut kejelasan, konsistensi, 
dan prediktabilitas dalam norma, serta 
menyimpang dari prinsip perlindungan 
hukum yang menempatkan hak-hak individu 
sebagai objek perlindungan utama negara. 

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi 
kebijakan dalam bentuk regulasi turunan yang 
mampu mengatasi kekosongan yuridis, 
memperjelas prosedur medis secara nasional, 
dan mengafirmasi kehendak individu sebagai 
sumber legitimasi hukum donor, sehingga 
sistem donor kornea di Indonesia dapat 
berkembang secara sah, etis, dan berkeadilan. 
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B. Saran 
Pembahasan terkait penelitian ini masih 

sangat terbatas dan membutuhkan banyak 
masukan, saran untuk penulis selanjutnya 
adalah mengkaji lebih dalam dan secara 
komprehensif tentang Tinjauan Hukum 
Pelaksanaan Donor Kornea di Indonesia 
Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan 
Nomor 17 Tahun 2023. 
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